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MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-

orang yang di beri ilmu pengetahuan sederajad”.

(Surat Al-Mujadalaah ayat 11)

“Waktu adalah kehidupan. Waktu tidak dapat dibalikkan dan tidak dapat
digantikan Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Menguasai
waktu berarti menguasai kehidupan, dan pada akhirnya akan memperoleh
kebahagiaan”.

(Akira Kurasawa)

" Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah
membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia”.

(Joel Arthur Barker)

“Melalui kesabaran, seseorang dapat meraih lebih dari pada melalui kekuatan
yang dimilikinya”.

(Edmund Burke)
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Di dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi
modern saat ini, kita di tuntut untuk dapat menunjukkan kemampuan yang
terbaik dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Universitas Jember sebagai
salah satu perguruan tinggi negeri di bawah naungan Departemen Pendidikan
Nasional telah banyak menghasilkan generasi muda yang berbakat di bidangnya
masing — masing bagi pengembangan ilmu. Salah satunya ada pada Fakultas
Ekonomi Program Studi Diploma 111 Akuntansi yang mewajibkan semua anggota
mahasiswanya untuk melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) serta melakukan
atau membuat laporan tugas akhir, yang merupakan salah satu kegiatan yang
dilakukan oleh Fakultas untuk memperoleh pengalaman baru serta
mempraktekkan apa yang telah di pelajari di bangku perkuliahan dalam bentuk
teori ataupun praktek.

Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan keterampilan dalam menghadapi dunia kerja yang
sesungguhnya, melatih diri dan mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaan
yang diberikan terutama dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak. Indonesia
merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat amat padat, dimana
warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar
pajak. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk
membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari
sektor pajak karena sebagian besar pendapatan Indonesia adalah sebagian besar
dari sektor pajak, terutama pajak daerah (PAD) seperti pajak restoran ini.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber
pendapatan yang paling besar bagi negara. Hal ini berhubungan dengan
ketentuan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak harus melakukan kewajiban
perpajakannya dengan melapor, membayar dan mempertanggungjawabkan

perhitungan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
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Oleh karena itu di dalam hal ini wajib pajak harus melakukan sendiri
pengambilan formulir SPT pajak dan mengisi formulir tersebut.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai salah satu unsur
pelaksanaan pemerintah di bidang pendapatan yang memiliki wewenang untuk
merencanakan secara langsung dan mengendalikan pembangunan regional secara
luas di bidang pendapatan. Kewenangan ini diwujudkan dengan mengoptimalkan
pengelolaan segala potensi daerah, yaitu sumber daya alam, potensi, potensi
sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangan. Pada akhirnya
pengoptimalan segala potensi daerah yang berhasil diharapkan akan membantu
meningkatkan target penerimaan PAD yang potensial guna membiayai setiap
tahunnnya.

Pemungutan pajak secara adil itu adalah meliputi seluruh wajip pajak
besarnya beban pajak sesuai dengan obyek yang semestinya dan pemungutannya
tepat pada waktunya. Salah satu sarana yang digunakan antara wajib pajak dalam
Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten jember adalah pajak restoran
yang merupakan pendapatan daerah dan digunakan sebagai pembangunan daerah
itu sendiri.

Pajak daerah itu sendiri merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan
pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang kokoh, serta
tangguh, sedangkan pajak daerah yang dikelola pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan sesuai
dengan prinsip demokrasi yaitu peran serta semua warga masyarakat yang ikut
berpartisipasi dalam membayar pajak daerah, pajak yang dikelola di DISPENDA
antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Restoran 7. Pajak Sarang Burung Walet.
2. Pajak Bumi Bangunan 8. Pajak Air dan Tanah.

3. Pajak Reklame 9. Pajak Mineral bukan Logam
4. Pajak Parkir dan Batuan.

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Hiburan
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Dari beberapa pajak di atas yang ada dan dikelola oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember saya memilih pajak Restoran sebagai
bahan untuk menyusun laporan tugas akhir mulai dari awal sampai pembukuan
dan pencatatannya. Dalam pemungutannya Dinas Pendapatan Daerah kabupaten
Jember melakukan pemungutan pajak restoran setiap bulannya, dan sehubungan
ada berkembangnya restoran di kota jember maka pemerintah kabupaten jember
dalam memungut pajak dilakukan dengan hati — hati dan dengan pengawasan
yang seoptimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam pemungutannya
terutama dalam pengisian SPT nya.

Oleh sebab itu pajak restoran memerlukan sistem akuntansi dan
administrasi yang baik agar dapat mudah untuk mengetahui kondisi keuangan
yang ada dan sebagai pengawasandan penggunaan sumber dana pemerintah
daerah yang akan di arahkanuntuk tujuan kepentingan masyarakat dan untuk
melayani masyarakat.

Berdasarkan uraian yang tertulis di atas laporan Paktek Kerja Nyata ini
diberikan judul tentang “PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER?”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata
a. Untuk mengukur kemampuan pribadi atau ilmu pengetahuan yang
dimiliki.
b. Untuk mengetahui dan memahami tata cara prosedur akuntansi
penerimaan pajak Restoran pad Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember.
c. Memperoleh pengalaman belajar pada suatu Instansi Pemerintah yaitu
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
d. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah di pelajari di perkuliahan
khususnya dalam menganalisis laporan pajak terutama pajak restoran.
e. Untuk lebih mengenal dan memahami prosedur — prosedur akuntansi

dalam peneriaman atau pendapatan daerah.
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1.2.2

Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Bagi Mahasiswa

a.

Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas
pribadi.

Menanamkan dan menciptakan semangat kerja sejak dini.

Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan
kondisi yang berbeda antara teori dan praktek kerja di lapangan.
Memperoleh pengalaman — pengalaman praktis dan mengenal dunia

kerja perkantoran.

Bagi Universitas

Sebagai unsur tanbahan untuk menambah wawasan mahasiswa.
Sebagai pengenalan dalam instansi dalam peningkatan Kkreatifitas
pribadi.

Memperkuat dan mempererat hubungan antara Universitas Jember

dengan Instansi yang terkait.

Bagi Instansi

a.

Merupakan sarana penyalur antara instansi dengan lembaga
Pendidikan Universitas Jember, untuk kerja sama lebih lanjut baik
bersifat akademik maupun secara organisasi.

Membantu dalam membentuk dunia kerja yang baik dan unggul.
Dapat membantu Instansi untuk menyelesaikan tugas atau laporan —
laporan yang akan di kerjakan.

1.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata
a. Obyek Praktek Kerja Nyata

Obyek yang digunakan atau dipakai dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

yaitu salah satu Instansi Pemerintahan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember yang ada di JL. Jawa No.72 Jember, dan Praktek Kerja Nyata ini dalam
DISPENDA di bagi menjadi 4 bidang dan bidang ini di tempatkan pada bidang 1
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yaitu bagian pendataan yang di dalamnya berisi tentang pendataan dan

pembayaran pajak.
b. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal kegiatan praktek kerja nyata (PKN) yang akan dilaksanakan akan
mengikuti atau menyesuaikan dengan jadwal lembaga atau instansi yang
bersangkutan. Praktek kerja nyata ini dilaksanakan selama 1 bulan dan pada
setiap pelaksanaannya mengikuti jam kerja efektif yang dimulai tanggal 18
Agustus s/d 18 September 2014, adapun jam kerja efektifnya sebagai berikut :

1. Senins/dJum’at :Jam 07.00 - 15.00
2. Sabtu : Libur

1.4 Jadwal Pelaksanaan PKN

No Kegiatan Minggu
I in (a1

1 Mengajukan surat permohonan Praktek | X

Kerja Nyata Pada Instansi.

2 Membuat Proposal Praktek Kerja Nyata | X
(PKN).
3 Melaksanakan Praktek Kerja Nyata. X
4 Membuat Pekerjaan, serta melihat dan | X | X | X [X

mempelajari Prosedur Akuntansi

Penerimaan Pajak Restoran.

5 Menyusun Laporan Laporan Praktek Kerja X | X
Nyata.
6 Melakukan Bimbingan dengan dosen X | X

pembimbing.
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1.5 Referensi Yang Digunakan

Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan secara langsung
dengan berdasarkan pelaksanaan Prosedur Akuntansi Penerimaan Pajak Restoran
Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dengan menggunakan
beberapa buku referensi atau acuan sebagai bahan dalam menyusun Laporan
Praktek Kerja Nyata yaitu :

1. Sistem Akuntansi

2. Pengantar Akuntansi

3. Akuntansi Sektor Publik

4. Perpajakan
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan suatu media yang digunakan untuk membantu
suatu perusahaan atau instansi dalam menyelesaikan pekerjaannya secara teratur
dan berurutan, dalam penyusunan suatu prosedur biasanya melibatkan beberapa
orang dalam satu bagian atau lebih. Tujuan dari pengadaaan prosedur adalah
untuk menjamin adanya penanganan secara selaras terhadap suatu transaksi-
transaksi pengeluaran ataupun penerimaan suatu perusahaan yang sering terjadi
berulang-ulang (Mulyadi, 2008 : 5).

2.2 Sistem Akuntansi
2.2.1 Pengertian Sistem

Sistem pada dasarnya adalah sekumpulan atau sekelompok unsur yang
erat berhubungan dengan satu dan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama
untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu kunci utama suatu keberhasilan
dalam organisasi itu dibutuhkan suatu sistem yang baik dan dapat menunjang
organisasi atau perusahaan tersebut untuk ke depannya. Selain itu sistem juga
sebagai suatu informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan
yang di butuhkan oleh kreditur, calon investor, kantor pajak, dan pihak internal
seperti manejemen yang memerlukan informasi keuangan untuk mengetahui,
mengawasi, dan mengambil keputusan-keputusan untuk menjalankan
perusahaan. Untuk itu perusahaan membutuhkan suatu sistem yang disebut

sistem akuntansi.

Menurut Mulyadi (2008 : 2) sistem adalah sekelompok unsur yang erat
berhubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk

mencapai tujuan tertentu.
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Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pada dasarnya adalah
sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya yang
berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan dan menghasilkan hasil yang

dapat dicapai dan diinginkan.
2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang
dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang
dibutuhkan oleh manejemen untuk memudahkan pengelolaan perusahaan
(Mulyadi, 2008 : 3).

Dari definisi pengertian Sistem akuntansi di atas, unsur sistem akuntansi
pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku
pembantu, serta laporan. Berikut merupakan uraian lebih lanjut tentang sistem
akuntansi yaitu sebagai berikut :

1. Formulir
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam
terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah
dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam
organisasi direkam (didokumentasikan) di atas kertas. Formulir
sering disebut juga dengan istilah media, karena formulir merupakan
media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke
dalam catatan.

2. Jurnal
Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk
mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan
data lainnya. Seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi
pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data
keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut
penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan
dalam laporan keuangan. Dalam jurnal ini pula tedapat kegiatan
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peringkasan data yang hasil peringkasannya kemudian di posting ke
dalam buku besar, berikut adalah contoh jurnal :
1. Jurnal Penerimaan Kas
Jurnal Penerimaan kas yaitu jurnal yang digunakan untuk
mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas. Sumber uang
yang dapat diterima di setoran pemilik modal, pencarian kredit

bank, pembayaran piutang, dan bunga deposito.

2. Jurnal Pengeluaran Kas
Jurnal pengeluaran Kas yaitu jurnal yang digunakan untuk
mencatat setiap transaksi yang mengakibatkan pengeluaran
kas atau berkurangnya kas dalam suatu perusahaan,
pengeluaran kas dilakukan untuk pembelian secara tunai,

pembayaran utang, dan pembelian aktiva lainnya.

3. Jurnal Pembelian
Jurnal Pembelian vyaitu jurnal yang digunakan untuk
maencatat semua transaksi-transaksi pembelian, pembelian
secara kredit, yang termasuk di dalamnya adalah perkiraan

kas, utang, dan pembelian.

4. Jurnal Penjualan
Jurnal Penjualan yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat
transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara
kredit.
3. Buku Besar

Buku Besar (General Ledger) terdiri dari rekening-rekening yang

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat

sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini

disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan

dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini di satu pihakdapat
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dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, di
pihak lain dapat di pandang pula sebagai sumber informasi
keuangan untuk penyajian laporan keuangan (Mulyadi, 2008 : 3).
4. Laporan Keuangan

Hasil akhir dalam proses akuntansi adalah laporan keuangan yang
dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan ekuitas, laporan
harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga
pokok penjualan, daftar utang yang akan di bayar, daftar saldo
persediaan yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang
merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk
hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer
(Mulyadi, 2008 : 3).
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2.3 Pengantar Akuntansi

Akuntansi telah mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan
kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dalam bidang
perekonomian mengakibatkan peranan akuntansi semakin meningkat. Peranan
akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan - keputusan
ekonomi dan keuangan tersebut semakin disadari oleh para wirausahawan. Karena
tidak dapat disangkal bahwa keputusan- keputusan tersebut diambil berdasarkan

informasi akuntansi (Jusup, 2011 : 2).

2.3.1 Pengertian Akuntansi

“Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi
(Jusup, 2011 : 5). Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan pihak-
pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi suatu
perusahaan” (Rudianto, 2012 : 4).

2.3.2 Pemakai Informasi Akuntansi

Di dalam penggunaan informasi akuntansi, transaksi-transaksi keuangan
diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi laporan yang siap
digunakan unuk penganbilan keputusan manajemen. Dengan demikian akuntansi
merupakan suatu sistem informasi yang sangat diperlukan oleh perusahaan
modern (Rudianto, 2012 : 5).

Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi diperlukan oleh berbagai pihak,
baik dari kalangan intern maupun dari luar organisasi yang menyelenggarakan
akuntansi tersebut, hal ini dikarenakan karena Sisitem informasi akuntansi dapat
membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Secara garis besar pihak-pihak
yang membutuhkan informasi akuntansi tersebut adalah:
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a. Pemakai Intern (Manajer)
Manajer perusahaan menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaa
perusahaannya, mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai
tujuan, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.

Keputusan yang diambil oleh manajer berdasarkan informasi akuntansi.

b. Pemakai ekstern
Pihak ekstern adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu
perusahaan, tetapi merupakan pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Investor

Para investor melakukan penanaman modal dalam perusahaan dengan
tujuan untuk mendapat hasil yang sesuai dengan harapannya. Oleh
karena itu, sebelum melakukan penanaman modal, mereka mengevaluasi

pendapatan yang diperkirakan akan dapat diperoleh dari investasinya.
2. Kreditur

Kreditur hanya bersedia memberikan kredit kepada calon penerima kredit
yang dipandang mampu mengembalikan bunga dan mengebalikan kredit
tepat pada waktunya. Untuk itu kreditur selalu meminta laporan

kenuangan calon nasabah untuk dinilai.

3. Instansi Pemerintah
Informasi akuntansi bagi pemerintah sangat berguna untuk tujuan pajak
dan pengaturannya, pemeriksaan terhadap kebenaran jumlah pajak yang
dilaporkan, dan sebagai alat penilai apakah perusahaan mematuhi
peraturan yang telah ditetapkan, serta pemantauan perkembangan

perusahaan melalui Biro Pusat Statistik.
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4. Organisasi Nirlaba
Bagi organisasi nirlaba seperti organisasi keagamaan, yayasan atau
lembaga pendidikan membutuhkan informasi akuntansi seperti halnya
organisasi yang bertujuan mencari laba. Walaupun organisasi semacam
ini tidak mencari laba, namun mereka tetap berurusan dengan soal-soal
keuangan karena mereka harus mempunyai anggaran , membayar tenaga

kerja, serta urusan-urusan keuangan lainnya.

5. Pemakai Lainnya
Informasi akuntansi diperlukan juga oleh berbagai pihak lain untuk
kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya organisasi buruh. Para buruh
membutuhkan informasi tentang laba perusahaan dan kadang-kadang
juga informasi keuangan lainnya. Informasi semacam ini penting bagi

para buruh.
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2.4 Akuntansi Sektor Publik

Definisi tentang sektor publik dalam perkembangannya menjadi
perdebatan sendiri, khususnya sejak disiplin ilmu akuntansi sektor publik
berkembang. Istilah publik sendiri memiliki makna yang berbeda di setiap
bidang ilmu yang berbeda. Pengertian publik di bidang ekonomi tentu berbeda
dengan pengertian publik di ranah politik, hukum, atau lainnya. Hal ini
menyebabkan tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat kepada
masyarakat mengenai pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor
publik (Deddi Nordiawan, 2011 : 1).

Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat
pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik
negara/pemerintah. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan
penerapan dan pelakuan akuntansi pada akuntansi domain publik. Domain publik
sendiri memiliki yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta.
Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk
organisasi yang berbeda di dalamnnya, akan tetapi juga karena kompleksnya
lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Akuntansi
Sektor publik bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi,

sosial budaya, dan historis (Mardiasmo, 2009 : 2).

2.4.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik suatu aktivitas yang memiliki tujuan yang
diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki
manfaat. Dari pendapat di atas dapat disimpulakan bahwa akuntansi sektor
publik merupakan suatu aktivitas akuntansi yang memiliki tujuan publik untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengambil keuntungan finansial
(Mardiasmo, 2009 : 2).
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2.4.2 Persamaan dan Perbedaan Sektor Publik Sektor Swasta
a. Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

Meskipun sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor
swasta, tetapi ada beberapa hal terdapat persamaan (Deddi Nordiawan, 2011 : 2) :

1. Keduanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem
perekonomian nasional yang secara bersama-sama menggunakan sumber
daya alam sistem perekonomian tersebut, baik sumber daya finansial,
modal, maupun manusia.

2. Keduanya sama-sama menghadapi sumber daya ekonomi yang terbatas
untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, keduanya sama-sama
memiliki kebutuhan untuk melakukan manajemen keuangan dengan baik.

3. Keduanya mempunyai pola manajemen keuangan yang sama yang dimulai
dari perencanaan sampai pengendalian di mana penggunaan akuntansi
menjadi kebutuhan dalam hal ini.

4. Dalam beberapa hal, keduanya mempunyai output produk yang sama.
Misalnya, pemerintah menyediakan alat transportasi publik, sementara ada
juga pihak swasta yang bergerak disektor yang sama yang menyediakan
sarana transportasi umum untuk masyarakat.

b. Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta
Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dan sektor swasta dapat
dilihat dengan membandingkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Organisasi
Setiap organisasi memiliki tujuan yang unik serta spesifik yang hendak
dicapai yang bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan tersebut
kemudian bisa dipilah dan dipilih menjadi tujuan yang bersifat financial
maupun non financial. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sektor
publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol adalah
tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta, usaha mencapai laba
atau profit dimaksimumkan, sedangkan pada sektor publik bukan hanya

untuk mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan
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pelayanan publik. Seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan
masyarakat, penegakan hukum, transportasi massal dan lain sebagainya
(Abdul Halim, 2012 : 3).

2. Sumber-sumber Pendanaan
Perusahaan swasta didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan,
selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan
tujuannya, organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui
laba operasi, tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi
sukarela (Mardiasmo, 2009 : 5).

3. Peraturan Perundangan
Organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, harus
melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Bagi perusahaan swasta mereka bisa memilih aktivitas yang akan
dilakukan atau produk yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung
dan rugi (Mardiasmo, 2009 : 5).

2.4.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor publik memliki tujuan sebagai berikut, tujuan akuntansi sektor
publik adalah (Mardiasmo, 2009 : 14) :

1. Memberikan informasi yang di perlukan untuk mengelola secara tepat,
efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi menejeruntuk
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dan mengelola secara tepat dan
efektif dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya.

3. Memberikan informasi akuntansi yang bermanfaat untuk pengambilan
keputusan terutama untuk melakukan alokasi sumber daya.
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2.5 Perpajakan
2.5.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang —
undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara
langsung (Waluyo, 2011 : 2). Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat
Soemitro, S.H adalah luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang —
undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
(Mardiasmo, 2011 : 1).

Dari beberapa pengertian di atas, maka pengertian pajak secara umum
adalah suatu kewajiban serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat
lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang
pelaksanaannya di atas dalam undang — undang dan peraturan — peraturan untuk
kesejahteraan bangsa dan negara (Mardiasmo, 2011 : 2).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pajak
memiliki ciri — ciri yaitu sebagai berikut ( Mardiasmo, 2011 : 2) :

a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang — undang serta
aturan pelaksanaannya.

b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas
pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah.

c. Penyelenggaraan pemerintahan secara umummerupakan manifestasi
kontraprestasi dari negara kepada para pembayar pajak.

d. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan
perbuatan yang menurut peraturan perundang — undangan pajak
dikenakan pajak.

e. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan, yang artinya wajib pajak
yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dikenakan

sanksi, baik sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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2.5.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran

termasuk pengeluaran untuk pembangunan (Mardiasmo, 2011 : 1).

Berikut fungsi pajak dari 3 sumber yang berbeda, yaitu :

a.

C.

Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak mempunyai fungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan
bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah sebagaimana
misalkan pajak APBN sebagai penerimaan dalam negeri

(Waluyo, 2011 : 3).

Fungsi Mengatur (Mengatur)

Pemerintah  bisa mengatur  perubahan ekonomi  melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, dalam rangka
menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar
negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak
(Mardiasmo, 2011 : 2).

Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, yaitu pajak merupakan salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai penegeluaran baik
rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara,
pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk
kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi
maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan
peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak PPh, PPN, PPnBM,
PBB, dan pajak lain-lain (Resmi, 2013 : 3).
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d. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak memepunyai fugsi pengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar
bidang keuangan (Resmi, 2013 : 3).

2.5.3 Syarat Pemungutan Pajak
Ada beberapa syarat pemungutan pajak, yaitu (Mardiasmo, 2011 : 2) :
1.  Pemungutan pajak harus dilakukan secara adil (Keadilan)

Sesuai dengan hukum, yaitu mencapai keadilan undang - undang dan
pelaksanaannya pemungutan harus dilakukan secara adil.

2.  Pemungutan pajak harus sesuai Undang — Undang yang berlaku (Syarat
Yuridis).

Di indonesia pajak di atur berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik negara

maupun warganya.
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan agar tidak menimbulkan kekacauan dalam

perekonomian masyarakat.
4.  Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansiil).

Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
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Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

Sistem pemungutan pajak salah satu nya harus sederhana , karena dengan
sederhannya sistem pemungutan pajak tersebut dapat memudahkan untuk
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar
pajak sesuai peraturan yang telah di tentukan oleh Direktorat Jendral Pajak

daerah.

2.5.4 Teori — Teori Pendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi

pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo, 2011 : 3).

Teori — teori tersebut antara lain sebagai berikut :

1.

Teori Asuransi.

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta dan hak-hak rakyatnya. Oleh
karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu
premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

Teori Kepentingan.

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan
masing-masing orang.

Teori Daya Pikul.

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Teori Bakti.

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu
menyadari bahwa pembayaran pajak adalah salah satu kewajiban.

Teori Asas Daya Beli.

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pajak
berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakatuntuk rumah
tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

2.5.5 Pengelompokan Pajak
Pengelompokan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu (Mardiasmo, 2011 : 5) :
1. Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak
dan tidak boleh dibebnkan kepada orang lain.

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti
memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada obyeknya tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajaknya.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a.Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
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2.6 Asas Pemungutan Pajak
Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu (Mardiasmo, 2011 : 6) :

A. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang
bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun luar negeri.
B. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
C.Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem, yaitu sebagai berikut:
(Waluyo, 2011 : 10).

1. Official Assessment System
Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang di
wajib pajak .

2. Self Assissment System
Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System
Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ke 3 (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang berangkutan) menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
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2.8 Hambatan Pemungutan Pajak
Hambatan pemugutan pajak dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :
(Mardiasmo, 2011 : 8).
1. Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan membayar pajak dapat disebabkan oleh beberapa
sebab antara lain :
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari

pajak.
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2.9 Undang-undang Pajak daerah No.28 Tahun 2009.

1.

Daerah Otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenagng untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara an urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai usur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah Provinsi atau bupati bagi
daerahkabupaten atau walikota bagi daerah kota.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
olen DPRDprovinsi dan kabupaten dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan peraturan

Bupati/walikota.
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Pajak Daerah adalah kontribusi wajib Pajak daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran
rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan yang lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, yayasan, organisasi massa, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lannya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan penguasaaan
kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat da digerakkan
olen peralatan tekhnik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat
besar yang dalam operasinyamenggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di
air.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penyerahan hak
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau
perbuatan sepihak atau keadaan yang sering terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, ataupemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak bahan bakar Kendaraan adalah pajak atas penggunaan bahan bakar
kendaraan bermotor

Bahan bakar kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair

atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
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Pajak Air Permukaan adalah Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan
air permukaan.

Air permukaan adalah Semua air yang terdapat pada permukaan tanah,
tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Pajak rokok adalah Pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh
Pemerintah.

Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencangkup juga rumah makan, cafetaria kantin,
dan sejenisnya termasuk usaha boga atau catering.

Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel

Hotel adalah Fasilitas atas penyedia jasa penginapan termasuk jasa terkait
lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencangkup juga motel, losmen.
Gubuk pariwisata, wisma pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,
rumah penginapan, dan sejenisnya.

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan dan/ atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan atau pemasangan
reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, dan mempromosikan untuk membuat semua orang
tertarik.

Pajak Parkir adalah Pajak atas penerangan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
berkaitan dengan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

Pajak Air dan Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau
pemanfaatan air dan tanah.
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30. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau

pengusahaan burung walet.

2.9.1 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang pajak daerah no. 28 Tahun
2009 jenis pajak dibagi menjadi 2 vyaitu jenis pajak propinsi dan pajak
kabupaten/kota, yaitu sebagai berikut :

PAJAK PROPINSI PAJAK KABUPATEN/KOTA

Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Restoran.

Pajak balik nama Kendaraan | Pajak Bumi Bangunan.

Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan | Pajak Hotel.

Bermotor.
Pajak Air Permukaan. Pajak Hiburan.
Pajak Rokok. Pajak Reklame.

Pajak Penerangan Jalan.

Pajak sarang Burung Walet.
Pajak Parkir.

Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan.
Pajak Air Tanah.
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2.9.2 Pajak Restoran

Pengertian Pajak Restoran :

Pajak Restoran adalah iuran atau pngutan yang ditujukan untuk restoran, cafe,
ataupun sejenisnya yang iuran pajak nya dipungut sesuai undang — undang yang
telah ditentukan (Mardiasmo, 2011 : 14).

1. Restoran adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, dan
sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering.

2. Warung adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan
dipungut bayaran yang berada di Lingkungan Pemukiman Masyarakat dan
sejenisnya;

3. Kantin adalah Fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan
dipungut bayaran yang berada di Lingkungan Kantor, Sekolah, Pabrik,
Rumah Sakit dan sejenisnya.

4. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan
pembayaran.

5. Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan
pembayaran kepada Restoran.

6. Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan sebagai Pemilik
atau Pengusaha Restoran.

7. Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan

kalender.

Tarif Pajak Restoran :

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima
atau yang seharusnya diterima Restoran.
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari dasar

pengenaan pajak (Mardiasmo, 2011 : 14).
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2.9.3 Dasar Hukum Peraturan Pajak Daerah

1. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi
Daerah.

2. Peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

4. Peraturan bupati nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran, Angsuran, dan Penundaan pembayaran pajak Daerah.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Latar Belakang Sejarah

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah
pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada
dibawah naungan sekretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan
Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan
sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal
atau bisa dikatakan terpecah — pecah di lingkungannya masing — masing. Setelah
kelembagaan — kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Derektorat
Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan
Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi
kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam
Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri
(MENDAGRI) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan
oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang
pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan
tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati,
sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris
Daerah.

3.1.1 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Visi merupakan rencana jauh ke depan yang mana menjelaskan tentang
kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap konsisten,
eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu
konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 (lima) tahun kedepan

tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan di capai dan diwujudkan.

30
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Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “ Mewujudkan Dinas Pendapatan yang
Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas

Pendapatan yang harus sesuai Visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan

tujuan organisasi yang akan dilaksnakan dan berhasil dengan baik. Adapun Misi

Dinas Pendapatan yaitu :

1.

2
3.
4

Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan.
Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara Insentif.
Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah.

Memenuhi pemasukan daerah.

3.2 Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan pada Dinas Pendapatan

Daerah (DIPENDA) Kebupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur

ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing — masing

bagian :
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Kepala Dinas
—

Kasubag I
Keuangan J

= =

Kelompok
Jabatan
Functional

Kasubag
Perencanaan

| |
Kabid.Penetapan Kabid.
dan Verifikasi

UPT

Kabid.
Pendataan dan

Penagihan dan i

Operasional

Pembukuan
dan Pelaporan

Kasie
I cie Penetap_an &
Pendataan Legalitas Kasie Penagihan
= Pembukuan

Pelayanan

Kasie
Verifikasi

Kasie
Pelayanan

Kasie
Operasional

Kasie
= Pengendalian
dan Penetiban

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014.
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3.2.1 Ketenaga Kerjaan (Job discription)

1.

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a.  Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah.

b.  Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.

c.  Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan
daerah.

d. Penyusunan rancangan dan pelaksanaankebijakan, program dan
kegiatan pada lingkup dinas

e.  Pelaksanaan perencanaan, pendaftaran, pendataan, penetapan, dan
penagihan.

f. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah.

g. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

Sekretariat mempunyai fungsi

a.  Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-
bidang.

b.  Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan
pertanggungjawaban keuangan .

c.  Melaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.

d.  Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji
pegawai dan inventarisasi.

e.  Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat
dan kearsipan.

f. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat .

g. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan
semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan.

h.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pendapatan.
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3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a.

a.

Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja
langsung dan belanja tidak langsung.

Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran
pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah.

Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi.

Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai.

Mengurus keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi
serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah.
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan.
Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi
daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).
Melakukan pembinaan administrasi keuangan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan
anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung.
Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja
Dinas Pendapatan Daerah.

Melakukan perencanaan terhadap pendapatan daerah.

Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan
dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan
Pajak.

Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya.
Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas.

Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas
Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5.

a.

6.

35

Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional,
bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil
dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .
Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan
retribusi daerah.

Membuat daftar wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat
perpajakan dan retribusi daerah .

Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional,
bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil di
lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional,
bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil
dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Pendataan mempunyai tugas :

Menghimpun dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah.
Melakukan pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah di
lapangan / lokasi dan melaporkan hasilnya.

Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyimpanan arsip hasil
pendataan obyek dan subyek serta dokumen Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB ) Sektor Pedesaan dan Perkotaan lainnya.
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e.  Melakukan pendistribusian serta penerimaan kembali  formulir
pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi
daerah.

f. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan
retribusi daerah yang belum diterima kembali.

g. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi
daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi
daerah.

h.  Menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NWPD).

I. Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan
penerbitan perijinan.

J. Penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya.

k.  Menyusun laporan pelaksanaan  tugas  sebagai bahan
pertanggungjawaban.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendataan dan Pendaftaran.

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:

a.  Melaksanakan kegiatan penyuluhan.

b.  Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi
dan metode penyuluhan tentang pajak/retribusi daerah, Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta pendapatan
daerah lainnya.

c.  Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten
Jember

d.  Menyusun laporan pelaksanaan  tugas  sebagai bahan
pertanggungjawaban .

e.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendataan dan Pendaftaran.
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Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi:

Melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi
daerah.

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Memberikan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi
daerah.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas:

Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi
daerah.

Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas
permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah
disetujui.

Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip
surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan
penetapan.

Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan
pajak lainnya.

Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana
pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi
daerah .

Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung

jawaban.
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Melakukan tugas dinas lain yang diberikan olenh Kepala Bidang
Penetapan dan Verifikasi.

10. Seksi Verifikasi mempunyai tugas:

a.

Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan
Wajib Pajak / Wajib Retribusi.

Memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak
daerah dan retribusi daerah.

Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan
Pajak dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya.
Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi
dan Bangunan ( PBB ) sektor pedesaan dan perkotaan .

Menyusun laporan pelaksanaan  tugas  sebagai bahan
pertanggungjawaban.

Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penetapan dan Verifikasi.

11. Bidang Operasional mempunyai fungsi:

a.

Mengadakan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka
peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka
mengoptimalkan pendapatan daerah.

Melakukan koordinasi ~ dengan instansi terkait dalam rangka

mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
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12. Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, mempunyai tugas:

a.

Melaksanakan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan
Perkotaan.

Mengkoordinasikan pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak dari
pemerintah propinsi maupun pusat.

Mencatat penerimaan dan pembayaran atau penyetoran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta
menghitung tunggakannya .

Menyusun laporan secara berkala realisasi penerimaaan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan .

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Operasional dan Pengendalian.

13. Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas:

a.

Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi
yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi
daerah.

Merumuskan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional
penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.

Melaksanakan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan
retribusi daerah.

Melayani permohonan keberatan / keringanan atas materi penetapan
pajak dan retribusi daerah.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Operasional.
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14. Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

a.

f.

Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan
atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah
Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga.
Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan
penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pelaporan penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau
pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah,
realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara
bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan
tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

15. Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan, mempunyai tugas:

a.

Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat
ketetapan pajak lainnya .

Mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah .

Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan
Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak
lainnya yang telah dibayar lunas .

Mencatat bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan
Setda Kabupaten Jember .

Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan
pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember .
Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan

pelaksanaan penagihan serta pemungutan.
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Menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen
penagihan.

Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga .

Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga.

Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran
dan pengambilan benda berharga.

Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit
penghasil.

Menyusun laporan pelaksanaan  tugas  sebagai bahan
pertanggungjawaban .

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan

dan Pengendalian.

16. Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas:

a.

Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi  dan
ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan
yang terlambat pembayaran sesuai aturan yang berlaku.

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengendalian  dan  penindakan  terhadap  penyalahgunaan
keuanganPajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang
berlaku.

Melakukan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan
retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi

kewajibannya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

42

e.  Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) vyang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban
pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Operasional dan Pengendalian.

3.2.2 Lokasi dan Tata Letak

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Jember yang digunakan untuk tempat
Praktek Kerja Nyata (PKN) terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten
Jember, Jawa Timur-Indonesia. Berikut ini informasi lokasi Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember:

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
Alamat : Jalan Jawa No.72 Jember
Telepon : (0331) 337112

3.2.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam

kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Jember.
Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah:

Gedung.

Alat tulis kantor.
Komputer.
Lahan parkir.

Mushola.

@ ok~ whE

Kursi tunggu bagi nasabah.
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3.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan kabupaten Jember

Di dalam kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember terdapat

kegiatan,

yaitu kegiatan di dalamnya adalah membantu Bupati dalam

melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan penggalian sumber dana di bidang

pendapatan. Dalam melaksanakan kegiatan pokok tersebut Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Jember melaksanakan beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

Oy,

o

Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan.

Memberikan perijinan dan pelayanan umum.

Melakukan pembinaan terhadap UPTD di bidang pendapatan.
Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pendapatan.
Menyelenggarakan penarikan atau pungutan pajak daerah dan
retribusi daerah serta pendapatan lainnya sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Adapun wewenang Dinas Pendapatan Kabupaten Jember vyaitu diantaranya

meliputi :

Merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional scara
makro di bidang pendapatan.

Melaksanakan teknis di bidang pendapatan.

Meneliti yang mencangkup wilayah kabupaten di bidang
pendapatan.

Menyusun kebijaksanaan teknis serta program kerja.

Melaksanakan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan

meningkatkan Pendapatan Daerah.
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lima hari kerja dalam 1 minggu dengan ketentuan sebagai berikut:

=
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Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember saat ini telah melaksanakan

Hari kerjanya adalah Senin Sampai Jum’at

Jam Kerjanya:

a.

C.

Senin — Jum’at:
Istirahat
Jum’at

Istirahat

Sabtu — Minggu

07.00 - 15.00
12.00 — 13.00
07.00 - 14.30
11.00 - 12.30
Libur

Senam pagi diadakan setiap hari Jum’at mulai jam 07.00 sampai dengan

selesai.

Kegiatan apel pagi, dilaksanakan setiap hari sebelum aktivitas di mulai.

Karyawan diwajibkan mengikuti apel pagi guna untuk mengetahui jumlah

karyawan yang hadir, serta berdo’a untuk mendukung kelancaran dalam

bekerja.
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BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

Praktek kerja nyata merupakan salah satu kegiatan yang digunakan
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir yang dilakukan oleh
setiap mahasiswa Diploma Il di setiap Universitas, terutama pada Universitas
jember. Dengan diadakannya Praktek Kerja Nyata (PKN) diharapkan semua
mahasiswa mampu mengaplikasikan teori yang telah diterima semasa duduk di
bangku kuliah terutama yang telah di ajarkan dalam dunia kerja nantinya.

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan pada salah satu Instansi
pemerintahan daerah vyaitu Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Jember,
DISPENDA merupkan salah satu organisasi pemerintah daerah yang bergerak di
bidang jasa yaitu untuk melayani pembayaran pajak daerah dan juga pendapatan
daerah melalui sektor pajak. Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata mahasiswa
diharapkan mampu banyak belajar dan mempelajari semua kegiatan yang ada
pada kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), terutama tentang Prosedur

Penerimaan Pajak.

Sistem pembukuan dinas pendapatan kabupaten jember menggunakan
system single entry, di mana transaksi ini mengakibatkan bertambahnya kas
dicatat pada penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan
dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pemungutan pajak yang dipakai adalah
Official Assessment System dan Self Assessment System. Self Assessment System

dipakai untuk memungut pajak tidak langsung, misalnya pajak hotel dan restoran.

Self Assessment System merupakan proses pendataan yang dilakukan oleh
wajb pajak dengan cara wajib pajak datang langsung ke kantor Dinas Pendapatan
Kabupaten jember untuk mendaftarkan pajak Restorannya dengan membawa
kelengkapan semua persyaratan yang diminta dan dibutuhkan untuk melakukan
pendaftaran, pendaftaran di lakukan melalui Bidang 1 yaitu bagian Pendataan.
Setelah proses sudah selesai dilakukan di bidang pendataan kemudian data-data
tersebut diserahkan pada bidang penetapan dan verifikasi untuk di tetapkan dan

45
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diterbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Kemudian diteruskan
pada bidang operasional untuk di tagih pajaknya oleh petugas, dan kemudian
mengurus administrasinya sendiri di bank Jatim yang telah di sediakan oleh

kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Untuk meningkatkan sistem dan prosedur administrasi dan pendataan
daerah rata-rata nilai rupiah setiap pengunjung restoran baik dalam keadaan sepi
pengunjung ataupun dalam keadaan ramai pengunjung, pungutan pajak restoran
dipungut setiap bulannya dengan ketentuan pajak 10% sesuai dengan ketentuan

yang telah ditentukan.
4.1 Prosedur dan Sistem Penerimaan Pajak Restoran

Kegiatan pendataan dan pendaftarannya, wajib pajak yang ingin
mendirikan restoran harus mendaftarkan restorannya untuk di kenakan pajak
sesuai Undang-undang yang telah ditentukan. Pendaftaran pajak Restoran diawali
dengan mempersiapkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk mengisi
formulir pendataan yang telah di sediakan oleh kantor Dinas Pendapatan

Kabupaten Jember.

Formulir pendaftaran yang telah diberikan oleh lembaga diharuskan
wajib pajak tersebut mengisi formulir yang telah disediakan secara lengkap, jelas
dan akurat sesuai yang telah di tentukan, setelah formulir tersebut diisi, masing —
masing formulir tersebut diserahkan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
sebagai tanda bukti dan arsip, selain itu wajib pajak juga di beri dokumen untuk
disimpan sendiri. Setelah diberikan formulir tersebut akan di catat dalam daftar
induk wajib pajak yang berdasarkan nomor urut dapat digunakan sebagai Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk memudahkan memberikan pelayanan
kepada wajib pajak.Setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan
oleh Dinas Pendapatan Kabupaten jember, wajib pajak akan terdaftar dan akan
diberi NPWPD (Nomor pokok Wajib Pajak Daerah), NPWPD merupakan nomor
identitas yang wajib dan permanen diberikan dan dibuat utuk wajib pajak agar

memudahkan bagi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember untuk memasukkan data
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ataupun mengecek kembali data-data yang telah ada sesuai dengan prosedur yang

telah ditentukan. Berikut adalah prosedur dalam Pendaftaran dan pendataan pajak

restoran.

4.1.1 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran

Sebelum wajib pajak melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus

mendaftarkan pajaknya terlebih dahulu untuk di data dan di tetapkan berapa besar

pajaknya, berikut prosedur pendaftaran dan pendataan pajak.

1.

Wajib Pajak datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah kemudian membawa
persyaratan yang telah ditentukan yaitu foto kopi KTP, dan Surat ijin
Penyelenggaraan pendirian restoran/Surat ljin Mendirian Bangunan (IMB).

. Wajib Pajak datang ke bidang bagian pendataan dan pelayanan untuk mengisi

formulir pendaftaran yang telah disiapkan, Bidang pendataan menyiapkan
formulir pendaftaran dan menyampaikan pada wajib pajak, WP kemudian

mengisi data dengan benar-benar akurat dan jelas.

Selanjutnya setelah selesai mengisi formulir pendaftaran Wajib pajak
menyerahkan kembali formulir tersebut pada bidang pendataan untuk
dilakukan pengecekan kembali kelengkapan dan kebenaran data yang telah

diisi, kemudian di tandatangani oleh kasie pendataan dan di foto kopi.

. Bidang pendataan dan pelayanan kemudian mengarsip dokumen-dokumen

tersebut dan selanjutnya mencetak NPWPD rangkap 2, lembar 1 diberikan

untuk WP, sedang lembar ke 2 untuk bidang penetapan dan Legalitas.

. Kemudian bidang pendataan dan pelayanan menyerahkan NPWPD lembar ke 2

Formulir pendaftaran, KTP, dan surat ijin Pendirian Bangunan ke Bidang
penetapan dan Legalitas.
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4.1.2 Prosedur Penetapan Pajak Pajak Restoran

Setelah melakukan pendaftaran untuk penetapan pajak restorannya wajib pajak
akan langsung dikenakan pajak restoran, penetapan pajak restoran didasarkan
pada tempat, fasilitas dan juga luas tanah bangunan. Wajib pajak memiliki
kewajiban untuk membayar pajak yang telah terhutang setelah dikeluarkannya
Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), setelah itu wajib pajak
diharuskan membayar pajak sebelum jatuh tempo, yaitu 30 hari. Berikut

prosedurnya.

1. Setelah wajib pajak mendaftar, di data dan telah terdaftar sebagai wajib pajak
oleh bidang pendataan dan pelayanan kemudian bidang peetapan dan legalitas
menerima NPWPD lembar ke 2, formulir pendaftaran, KTP, dan surat ijin

pendirian restoran.

2. Selanjutnya, bidang penetapan dan Legalitas meminta wajib pajak mengisi
SPTPD rangkap 6:

a. Lembar 1 Untuk WP.

b. Lembar ke 2 diberikan pada bidang penetapan dan Verifikasi.
c. Lembar ke 3 untuk bidang pendataan dan penyuluhan.

d. Lembar ke 4 untuk bidang penagihan dan Operasional.

e. Lembar ke 5 untuk pembukuan dan pelaporan.

f. Lembar ke 6 untuk bank.

3. Setelah mengisi SPTPD yang digunakan untuk penetapan pajak daerah,
bidang penetapan dan legalitas mengarsip NPWPD lembar ke 2 dan SPTPD
lembar ke 2. Kemudian SPTPD lembar ke 1 dikembalikan ke wajib pajak.

4. Kemudian SPTPD lembar 3, KTP, IMB, Serta Formulir Pajak Restoran di
serahkan kembali ke Bidang Pendataan dan pelayanan untuk diarsip sesuai

tanggal.
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5. WP melakukan pembayaran ke bank yang telah disediakan menggunakan

SPTPD lembar 1.

6. WP menerima SSPD rangkap 5:

a. Lembar 1 untuk WP.
b. Lembar 2 untuk bidang penagihan dan Operasional.
c. Lembar 3 dan 4 untuk bidang pembukuan dan pelaporan.

d. Lembar ke 5 untuk bank.

4.1.3 Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Pajak Restoran

Setelah selesai di tetapkan dan dipungut pajak-pajak Daerah tersebut akan

dibukukan sebagai arsip DISPENDA dan sebagai tanda bukti bahwa pajak daerah

itu telah dibayarkan oleh wajib pajak ke Instansi, berikut prosedur pembukuan dan

pelaporannya.

1.

Menerima SSPD dan SPTPD.

. Selanjutnya atas dasar SSPD dan SPTPD kemudian membuat surat STS(Surat

Tanda Setor) dan di register sesuai tanggal.

Selanjutnya setelah STS sudah di buat, bidang pelaporan, pembukuan, dan

penerimaan membuat buku Penerimaan pajak.

Buku penerimaan pajak yang telah di buat selanjutnya ditujukan untuk Kepala

Dinas Pendapatan dan diminta tanda tangan sebagai tanda pengesahan.

Selanjutnya SSPD, SPTPD, STS, dan buku penerimaan pajak di register sesuai
dengan tanggal.

Selesai.
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Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Restoran
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Wajib Pajak

WP
Mendaftar

Bidang Pendataan dan Pelayanan

Tidak
Koreksi
IMB Kelengkapan
FC. KTP
Mencetak | IMB
NPWPD | FC. KTP
. FPR
Mengisi
formulir |
Pendaftaran | FPR =
IMR _
| FC.KTP |
. | 2 i Wajib Pajak
| IMB NPWPD 1
| FC. KTP
FPR
Hg ‘ 2
Wajib Pajak

Dikembalikan Ke
Wajib Pajak
Kembali

Keterangan :
1 KTP . Kartu Tanda Penduduk
NPWPD ji

: Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
IMB . ljin Mendirikan Bangunan
FPR : Formulir Pajak Restoran

Gambar 4.1. Sumber : Diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014.
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Prosedur Penetapan Pajak Restoran

Bidang Penetapan & Verifikasi  Wajib Pajak Bidang Pendataan
Dan Pelayanan

:

SPTPD 1 | serpD 3

| FPR

8 PR L
| FcxTp _ .
e FC. KTP N

Melakukan
Pembayaran di
bank,Mengisi
SSPD

WP Mengisi
SPTPD

| FeR |

5
4
IMR i 3J]
| FC. KTP 2 7

NPWPD

2
SPTPD 1
T

Keterangan :

@ KTP : Kartu Tanda Penduduk
NPWPD  : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
IMB : ljin Mendirikan Bangunan
FPR : Formulir Pajak Restoran
SPTPD : Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah
SSPD : Surat Setor Pajak Daerah

Gambar 4.2. Sumber : Diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014.
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Prosedur Penetapan Pajak Restoran

Bidang Penagihan Bidang Pembukuan Bank
dan Operasional dan Pelaporan

SPTPD 4 | SPTPD

SSPD 2 | ssp

3

SSPD 4

> | SPTPD GJ

Selesai

T
T

Keterangan :

SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah

SSPD : Surat Setor Pajak Daerah

Gambar 4.3.Sumber : Diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014.
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Prosedur Pembukuan dan Pelaporan

53

Bidang Pembukuan dan Pelaporan

| SPTPD
| SSPD 3
SSPD

Membuat Surat
STS dan
Meregister

| SPTPD
| SSPD 3
| SSPD
STS

\ Membuat BPP /
BPP /"—ﬂ—J

Meminta TTD
Kpd Kepala
Dinas

| qupnl 5
SSPD 3 |
| SSPD 4 ||
| STS |
B/_‘—

Selesai

Membuka Kembali
Arsip Sementara

Keterangan :

SPTPD
SSPD
STS
BPP

: Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah
: Surat Setor Pajak Daerah

: Surat Tanda Setor

: Buku Penerimaan Pajak

Gambar 4.4. Sumber : Diolah oleh Dinas Pendapatan kabupaten Jember 2014.
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4.2 Formulir yang Terkait dan digunakan dalam Prosedur Akuntansi

Penerimaan Pajak Restoran
4.2.1 Buku NPWPD
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Buku NPWPD merupakan nomor pokok wajib pajak daerah yang harus

dimiliki oleh setiap usaha yang akan didirikan termasuk restoran, untuk semua

wajib pajak yang telah terdaftar akan memiliki NPWPD yang digunakan secara

permanen untuk identitas wajib pajak yang bersangkutan terkait tentang

penerimaan pajak daerah, Berikut bentuk dan cara pengisian NPWPD.

Tabel 4.1 Daftar Induk Wajib Pajak Daerah

No No Nama | Alamat NPWPD Ket.
Form | WP
Restoran/ | Hiburan | Rekla | PPJ | Gol
Hotel me .C
Sumber : Diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014
Keterangan :
1. Kolom1 : Diisi Nomor urut
2. Kolom 2 : Diisi nomor urut formulir
3. Kolom 3 : Diisi nama wajib pajak
4. Kolom 3 : Diisi alamat wajib pajak
5. Kolom 4 : Diisi Nompr pokok wajin pajak
6. Kolom5 : Diisi keterangan jika ada perubahan yang menyatakan

keadaan wajib pajak
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4.2.2 Daftar formulir Pendataan Pajak Restoran
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Daftar formulir Pendataan Pajak restoran vyaitu digunakan untuk

mengetahui macam dan jenis restoran terkait dengan pembayaran pajak beserta

jumlah seluruhnya. Berikut bentuk dan cara pengisiannya:

Tabel 4.2 Daftar Formulir Pendataan Pajak Restoran

No No. Nama Keterangan | Ukuran | Omset
NPWPD Obyek/Alamat/Nama&
Alamat Pemilik
Sumber: Diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014
Keterangan :
1. Kolom1 : Diisi nomor urut
2. Kolom2 :Diisi no NPWPD
3. Kolom 3 : Diisi nama restoran atau wajib pajak
4. Kolom 4 : Diisi alamat atau lokasi restoran
5. Kolom5 : Diisi baru atau lama
6. Kolom6 : Diisi ukuran hotel
7. Kolom7 : Diisi rata — rata pendapatan per bulan
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4.2.3 Buku Surat keluar
Buku surat keluar digunakan untuk mencatat nomor surat keluar yang
dikeluarkan dan digunakan untuk mengetahui berapa jumlah surat yang keluar

dalam suatu periode tertentu, Berikut contoh dari buku surat keluar.

Tabel 4.3 Buku Surat Keluar

Nomor No. Surat Tanggal Alamat Perihal Keterangan

Agenda Tujuan

Sumber: Diolah dari Dinas pendapatan Kabupaten Jember 2014

Keterangan :

1. No. Agenda : Diisi no. Agenda surat

2. Nomor Surat : Diisi no. surat yang dikirim
3. Tanggal : Diisi tanggal surat

4. Alamat : Diisi alamat surat

5. Perihal : Diisi keperluan surat

6.

Keterangan : Diisi tembusan surat
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4.3 Kegiatan Yang Dilakukan

4.3.1 Membantu meregister Buku Mutasi Pajak
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Buku mutasi pajak merupakan buku registrasi yang dibuat instansi

sebagai arsip tanda bukti pajak, buku mutasi pajak digunakan untuk mencatat

daftar wajib pajak yang telah mendaftarkan jenis pajaknya pada DIPENDA dan

dapat berfungsi sebagai media untuk mempermudah bidang pendataan untuk

mengecek data yang telah diserahkan kepada wajib pajak. Berikut contoh buku

mutasi pajak.

Tabel 4.4 Buku Mutasi Pajak

No Wajib | Alamat | Jenis/Thema | Ukuran/Buah | Lokasi | Masa

Pajak

Ket

Sumber: Diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014

Keterangan :

1. No
Wajib Pajak
Alamat
Jenis/Thema
Ukuran/Buah
Lokasi

Masa

© N o o B~ w DN

Keterangan

: Diisi nomor urut pendaftaran

: Diisi nama wajib pajak

: Diisi alamat wajib pajak

: Diisi nama wajib pajak

: Diisi ukuran dari jenis thema

: Diisi alamat obyek pajak

: Diisi tanggal pendaftaran dan tanggal jatuh tempo
. Diisi ntuk menerangkan jika ada perubahan
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4.3.2 Membantu Menngisi Buku NPWPD

NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah). NPWPD merupakan syarat utama
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Wajib pajak yang telah memenuhi syarat dan telah erdaftar akan menapat

untuk wajib pajak yang secara permanen sebagai identitas wajib pajak dan

berlaku untuk seluruh pajak untuk memenuhi kewajibannya. Berikut contoh

Buku NPWPD.
Tabel 4.5 Daftar Induk Wajib Pajak Daerah
No | No. | Nama | Alamat NPWPD Ket
For | WP
m.
Restoran | Hiburan | Reklame | PPJ | Gol.
/Hotel C

Keterangan :
1.

o gk WD

Sumber: Diolah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

: Diisi Nomor urut

: Diisi nomor urut formulir

: Diisi nama wajib pajak

: Diisi alamat wajib pajak

: Diisi Nompr pokok wajin pajak

: Diisi keterangan jika ada perubahan yang menyatakan

keadaan wajib pajak
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BAB 5. KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu kegiatan yang d usung oleh
Universitas guna menyelesaikan program studi Diploma Ill, dengan selesainya
Praktek kerja Nyata diharapkan untuk semua mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas jember dapat menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata. Dinas
Pendapatan Kabupaten Jember merupakan salah satu Instansi yang digunakan
dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan
sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang
dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas
Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung

jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

Dari hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada kantor Dinas
Pendapatan Kabupaten jember yang berkaitan dengan judul Prosedur Akuntansi

Penerimaan Pajak Restoran dapat disimpulkan sebagai berikut :

Semua yang berkaitan tenang Penerimaan, Penetapan, dan Pembukuan
serta Pelaporan pajak Restoran maupun pajak yang lain akan disertakan dengan

Formulir — Formulir yang berkaitan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Penerimaan pajak restoran melibatkan beberapa bidang :

a. Bidang Pendataan dan Penyuluhan bertugas dalam mendata dan
memeriksa tempat yang akan dijadikan obyek pajak.

b. Bidang Penetapan dan verifikasi bertugas dalam menetapkan pajak
daerah terutama pajak restoran

c. Bidang Penagihan dan operasional bertugas dalam mengelola tagihan
pajak yang terutang

d. Bidang pembukuan dan pelaporan bertugas melakukan pembukuan

dan pelaporan terhadap pajak yang telah di bayarkan

59
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Prosedur Pajak Restoran terdiri dari :

a.

Prosedur Akuntansi Pendaftaran dan Pendataan. Di dalam prosedur ini
wajib pajak datang ke Dispenda dengan membawa beberapa dokumen
yakni surat ijin mendirikan bangunan dan foto copy KTP yang
kemudian mengisi formulir pendaftaran yang diberikan oleh petugas di
bidang yang bersangkutan guna mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah).

Prosedur Akuntansi Penetapan dan Legalitas. Di bidang penetapan dan
legalitas wajib pajak akan mendapatkan SPTPD (Surat Pemberitahuan
Terutang Pajak Daerah) yang kemudian diisi sesuai dengan data yang
sebenarnya dan juga mendapatkan SSPD (Surat Setor Pajak Daerah).
Prosedur Akuntansi Pembukuan dan Pelaporan. Dari SPTPD dan
SSPD yang ada yang diberikan oleh bidang sebelumnya, pada bidang
pembukuan dan pelaporan ini wajib pajak akan dibuatkan STS (Surat
Tanda Setor). Setelah membuat STS hal yang dilakukan selanjutmya
olen bidang pembukuan dan pelaporan adalah membuat buku
penerimaan pajak yang kemudian dimintakan tanda tangan kepada
Kepala Dinas untuk keabsahannya.

. Formulir yang digunakan dalam prosedur penerimaan Pajak Restoran yaitu

sebagai berikut:
a. Prosedur Pendaftaran NPWPD

v Formulir Pendaftaran
v’ Surat ijin Pendirian
v KTP

v" NPWPD

b. Prosedur Penetapan Pajak

v SPTPD (Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah)
v" SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
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c. Prosedur Pembukuan dan Pelaporan
v STS (Surat tanda Setoran)
v" BPP (Buku Penerimaan Pajak)

Selain itu ada kegiatan yang dilakukan selain prosedur-prosedur di atas kegiatan-

kegiatan tersebut adalah:

a. Membantu mengisi buku mutasi pajak.
b. Membantu mengisi buku NPWPD.
c. Mengecek ulang formulir yang sudah di register.
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Lampiran 1. Surat Permohonan PKN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331) 337990 - Fax. (0331) 332150
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 - Jawa Timur

Nomor : 61 2[UN.25.1.4/PM/2014 Jd g AU .
Lampiran  : Satfl Bendel Y awig
Hal : Permohonan Tempat PKN

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
JI. Jawa No. 72
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan
pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja
Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin
untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan

tersebut adalah :
NO NAMA NIM PROG. STUDI
1. | Catur April Nugroho 110803104004 | D3 - Akuntansi
2. | M. Andre Setiawan Sholeh 110803104060 | D3 - Akuntansi

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 18 Agustus - 18 September 2014

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a:n, Dekan
“Pembantu Dekan I,
N

mbusan kepada Yth :
ang bersangkutan;

2. Arsip
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Lampiran 2. Surat Persetujuan PKN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 % 337112 JEMBER 68121

Nomor
Sifat

Lampiran :

Perihal

Jember, 12 Agustus 2014

6217/ 1%/ 422 [ 2014 Kepada
Penting Yth. Dekan Fakultas Ekonomi

=— o _ S Universitas Jember

Persetujuan Tempat PKN o -

JEMBER

Memperhatikan surat Saudara Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Nomor
: 6217/UN. 25.1.4/PM/2014 tanggal 11 Agustus 2014 perihal sebagaimana tersebut pada

pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa Saudara
atas nama :

1. Nama : CATUR APRIL NUGROHO
NIM : 110803104004
Jurusan  : D3 - AKUNTANSI
2. Nama : M. ANDRE SETIAWAN SHOLEH
NIM : 110803104060
Jurusan  : D3 - AKUNTANSI

Terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2014 s/d 18 September 2014 untuk melaksanakan
Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.
'ALA DINAS PENDAPATAN
" H K 'ATEN JEMBER

::‘" Pembina

“NIP. 19640106 199703 1 004
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Lampiran 3. Lembar Absensi PKN

AFTAR ENSI MAHASISWA MAGAN KERJA
NDAP, KABUPAT

Tempat KK : BIDANG I
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER

NO NAMA TANGGAL PAGI s

1 |M. ANDRE SETIAWAN S. 18 AGUSTUS 2014 ‘[@&

19 AGUSTUS 2014

20 AGUSTUS 2014

21 AGUSTUS 2014 |/

22 AGUSTUS 2014

EhEL

23 AGUSTUS 2014 4 ——

D

24 AGUSTUS 2014 | —— (£ <

N
N

25 AGUSTUS 2014 V) (12~ /

L)
26 AGUSTUS 2014 | 7] e

)

5

| 27 AGUSTUS 2014 % TN W

28 AGUSTUS 2014 —/{;m

29 AGUSTUS 2014 J//{{p ‘7[77&}

N
5
|

30 AGUSTUS 2014 ol
. "
31 AGUSTUS 2014 | — e PR

Jember,  AGUSTUS 2014
"’-i;-’. aJMUM DAN KEPEGAWAIAN
PENDARARAN KABUPATEN JEMBER

4

Aenata
. 19721216 199803 1 004

Wl
oA R

< NP
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Tempat KK
Asal Univ.

1 MAHA!

DIN

: BIDANG I
: UNIVERSITAS JEMBER

PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

NO

NAMA

TANGGAL

KETERANGAN

M. ANDRE SETIAWAN S.

1 SEPTEMBER 2014

2 SEPTEMBER 2014

3 SEPTEMBER 2014

4 SEPTEMBER 2014

5 SEPTEMBER 2014

@’}Emmazn 2014

(I}EP’I‘EMBER 2014

8 SEPTEMBER 2014

9 SEPTEMBER 2014

10 SEPTEMBER 2014

11 SEPTEMBER 2014

12 SEPTEMBER 2014

@SEPTEMBER 2014

(14)SEPTEMBER 2014

A

15 SEPTEMBER 2014

16 SEPTEMBER 2014

17 SEPTEMBER 2014

18 SEPTEMBER 2014
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Lampiran 4. Lembar Penilaian Hasil PKN

I KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jelan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 - Telp. (0331} 337990 - Fac. (0331} 332150
Jember 68121

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

- . NILAI
NO INDIKATOR PENILAIAN ANGIA HURUE
| 1. | Kedisiplinan 84 Delapan pll asatu
2. | Ketertiban 80 Delapan Iuluh
3. | Prestasi Kerja 8o Delapan plyh
4. | Kesopanan 80 Delapan pulvh
5. | Tanggung Jawab 80 Delapan puluh
IDENTITAS MAHASISWA :
MNama ! M. ANDRE SETIAWAN SHOLEH
NIM : 110803104060

Program Studi : D3 - Akuntansi

IDENTITAS PEMBERI NILAI ;

Nama i
Jabatan
Institusi
Tanda Tangan dan
Stempel Lembaga : ....ooh
PEDOMAN PENILAIAN
NO ANGKA KRITERIA
1. = 80 Sangat Baik
2| 70-7 | Bak |
3. 60- 69 | Cukup Baik i
| 4. | 50-59 | Kurang Baik
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Lampiran 5. Formulir Pendaftaran Pajak Restoran
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FEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN
JIL. JAWA 72 TELP 337112 FAX.(0331) 334594 JEMBER

FORMULIR PENDAFTARAN

FPAJAK RESTORAN

Fojak’ Betribuasi
Golamgan

Mo Perdattarmn

MNo. KTF

Noma Penmilik
Alamat Pemnilik
Eode Usaha

Jewie Wsahn

Cmset [aaha

Keterangan ;

Aldamat Wajib Papk s

Nama Wafib PRIEK oo

Teamal Makgs, Kufitaria, Kanrii, Fopasera, Warung, Bar, Jasa Bogn'

Katering, Bakery, Depot, *)

*1 Coret yang Tidsk perlu

Wajit Pajak
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Lampiran 6. NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)

NPWPD 1111020101

C’ BEZT FRIED CHICKEN

JI. Kalimantan 30

NOP Restoran : 35091234456
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Lampiran 7. Lembar SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

J1. Jawa No. 72 Talp. {0331) 337112 Fax. (0331) 334884 JEMBER LEMBAR 1
Untuk Walib Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK RESTORAN

{ SPTPD - RESTORAN )

1. Namadialb BEIEK: .. ... o it e s SRR s - s dia et wereimiit e aate s e Wigs
2. Nama Usaha
3. NPWPD
4. Alamat
5. Jenis Usaha

Katering, Bakery, Depot. =)
Masa Pajak Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt [ Nov | Des

=]

| 7. Tahun Pajak

. Nilai Penjualan
Jumlah Pajak Terhutang ( 10%) T Rp..... .
10. Fasilitas yang tersedia : Meja'kursi pengunjung sebanyak.....
1. Infarmasi lain-lain :

o

a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak
b. Jumiah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak

Keterangan :
*) Coret yang tidak periu

Waljib Pajak

[Nama lengkap, slempel & landa langan)

Mintalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pelunasan Pajak,
Terima Kasih Telah Membayar Pajak.
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Lampiran 8. Lembar STS (Surat Tanda Setoran)

' ‘2- - ' I BEND. 17

" “PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
; SURAT TANDA SETORAN

. ~ BANK
i 7 - [ TR

1447 B L Jmu e
0031023500

Harap diterima Uang SEDESAT .iismsmsssmiris s s srsssssss st snissssss s s
{ dengan huruf ) s et oy o

""" Pua ratus dua puluh lima ribu  rupish

Dengan rincian penerimaan sebagal berikut

L Jurnlah
Mammor Kode Rekening Uraian Rinclan Obyek (Rp.)
kS 2 b + Bk bR T R TR N O 20T
o i 1.4 & BEZTIANNY FUSBLN JULI 2014 2
-1 DERQT IR M T
WL LALAPAN | BIBLMN JULL 2994
R AAKRARTIVEL N UL
WO, MAKAN B KUBLIN JULI 2014
DEROT MAMALMGHLN -S4+ 5614
R BATE / IRABLN JULI 7914 i e
R AL MR- e P
WL, ABADIBU TOMBLN JULI 2014 , 15.00400
WARTEG BU MOTHASL N LI 3644
’ W TIGA SAVDAREILN JUL! 2918 5.000,00
WARUNG RAGIBU BLN ALI 7674 e
AY, DUANBLMN AL 2974 ihosote
- Jumlah 2
Uang tersebut diterima pada tanggal —
Mengetahui pendahara Penerimaan /
' APdmbantu
fengguna Anguaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Fﬁ-m
FW i - %
NIP. NIP. '
Catatan : STS diampifSHFYRRAEABNK ELLA MELAN), SE
Coret yang tidak periu
CARN PENGISIAN

d kode Rekeni dlsldmganmdeﬂﬂmhgsﬂhprhﬂanowdcpemm:
;. WmUmmNnd:ﬂgmﬂdHMnnmmnmﬁmn; .
i Kmu]umhd}ﬁjmhhnlumlmtmmnmmdmwmm .
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Lampiran 9. SSPD (Surat Setor Pajak Daerah)

Lo HE R gl

| bankjatim 4

Jenis Rekening : [J simpeda [ siklus [ Tabungan Haji [J Tabunganku
Mata Uang : [J Rupiah
Nomor Rekening / Customer : ........ . Tunai/ No.Warkat | Jumlah Valas | Kurs Jumiah Rupiah

Nama Pemilik Rekening k .
Berita / Keterangan T .

Nama Penyetor - =
Alamat Penyetor :

Informasi Penyetor [ Nasabah No. Rekening

khusus Setoran > Rp, 100.000.000,- (ekuivalen)
SumberDana ..
Tujuan Transaksi :

KETENTUAN

1
2
3

B _—
fotokopi ngisi form, Teller Penyetor
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Lampiran 11. Kartu Konsultasi

LAINL ¥ LIWDL L AAD JLIVID D IS
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto
Kotak Pos 125 = Telp. (0331) 337990 — Fac. (0331) 332150
Email : fef@unej.ac.id Jember 68121

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAKTEK KERIA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Mama ¢ M. ANDRE SETIAWAN SHOLEH
NIM ! 110803104060 *
Program Studi i D3 - akuntansi e
Judul Laporan PKN ! | A E i
AT, E MBER .
Dosen Pembimbing + Kartika, 5.E..M.5c. k.
TMT_Persetujuan ¢ 27 Agustus 2014 s/d 27 Pebruari 2018
Perpanjangan i 17 Pebruari 200§ s/d 27 April 2014
NO. | TGL KONSULTASI MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN _ TANDA TANGAN PEMBIMBING
1 2:"-03-1.,4 Ace Jueug 1(5{ _________
2123 -of -20/F |Raviss fGub T-TT 1; ..........
% 129 - 09 —201q |Rtcs;  Frowebol Bare ﬁ ...... i
" Re-10 - 20ig | Revity Flaselud : 'EE .........
| 13- -dolq [feviv fel W =5.--é{___._
| 6 [lo—ip-208 |Acc  wgiom 3. |-
I & N ¢
I
| g Ridreesise
g, g E
e b1
[ - L
i = T nsaracy
13,
£x: L T
15.
iz
| Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk divjikan:
; Mengetahui, Jember, 10, NOVEMBER. . 2219
i Eetua Rrogram Studi Dosen Pembimbing
ol -"-‘- %
Alfi Arif, S.E., M.SA., Ak. Kartika, S.E. M.Se Ak,
NIP. 19721004 199903 1 001 NIP. 19820207 200812 2 002
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